I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu dari 191 negara yang telah meratifikasi Konvensi
Hak Anak (Convention on the Right of Children) pada tahun 1990 melalui
Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia
memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak tanpa terkecuali,
salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak

anak yang berkonflik dengan hukum (Maulana Hasan Wadong, 2002:32).

Deklarasi Hak Anak-Anak oleh Majelis Umum PBB, yang disahkan pada tanggal
20 Nopember 1985, bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik
bagi anak-anak . Selanjutnya dalam deklarasi tersebut dibahas pula bahwa anak-
anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan
fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam
keadaan bebas dan bermanfaat yang sama : memiliki nama dan kebangsaan sejak
lahir ; mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi
dan pelayanan kesehatan, menerima pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus
jika mereka cacat; tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih
sayang dan rasa aman sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung-jawab
orang tua mereka sendiri; mendapat pendidikan, dan andaikata terjadi malapetaka

mereka termasuk orang pertama yang menerima perlindungan serta pertolongan;



memperoleh perlindungan baik atas segala bentuk penyia-nyian, memperoleh
perlindungan baik atas segala perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk

diskriminasi.

Anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan
bangsa , memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang
kelak menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh
karena itu, agar setiap anak kelak mampu memiliki tanggung jawab tersebut,
maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh
berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak
mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak
dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya

perlakuan tanpa diskriminasi ( A. Patra M. Zen 2007: 2).

Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk
diskriminasi rasial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka
harus dibesarkan didalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan
persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan

kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabadikan kepada sesama manusia.

Persoalan hukum tidak hanya menimpa orang-orang dewasa. Anak-anak juga
seringkali terbentur dengan persoalan hukum. Dan seperti halnya orang dewasa,
anak-anak juga berhak mendapat perlindungan secara hukum. Perlindungan
hukum ini tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban dalam suatu

masalah hukum, tapi juga. kepada anak-anak yang menjadi pelakunya.



Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik
terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan Undang-
Undang oleh pelaku-pelaku muda usia, atau dengan perkataan lain meningkatnya
kenakalan remaja yang mengarah kepada tindakan kriminal, mendorong Kita
untuk lebih banyak memberi perhatian akan penanggulangan serta penangannya,
khusus di bidang Hukum Pidana Anak, beserta Hukum Acaranya. Hal ini erat
hubunganya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang masih

muda usianya.

Masalah pembinaan perkembangan tidak jarang timbul peristiwa-peristiwa yang
menyebabkan anak dalam keadaan terlantar maupun terjadinya perbuatan-
perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur Dberupa
ancaman/pelanggaran terhadap ketertiban umum dalam masyarakat; bahkan ada
kecenderunganaanya penyalahgunaan anak bagi kepentingan-kepentingan tertentu
yang justru dilakukan oleh para orang tua atau pembinanya. Dalam perkara anak
pelaku tindak pidana, banyak pelaksanaan pemberian hak-hak anak yang tidak
dijalankan sesuai dengan mekanisme yang terdapat dalam Undang-undang nomor
23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 3 tahun
1997 tentang pengadilan anak, sering acap kali ditemui ketentuan yang mengatur
tentang perlindungan anak dan pengadilan anak ditinggalkan dalam praktik
peradilan pidana, baik tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di

pengadilan.

Proses hukum terhadap anak bermasalah atau anak pelaku tindak pidana sering

tidak menguntungkan anak. Sejak penyidikan , anak yang tersangkut tindak



pidana, sudah didera penderitaan. Misalnya dibentak, Jika meronta ketika hendak
ditangkap, tersangka anak diseret atau digelandang seperti layaknya penjahat
kambuhan kelas kakap. Dalam proses pengendalian, terdakwa anak kadang
dibaurkan dengan orang dewasa, kendati persidangan dilakukan secara tertutup.
Selama menunggu sidang, tidak jarang terdakwa anak disatukan didalam
pemeriksaan di persidangan kendati hakim, jaksa dan pengacara tidak memakai
toga tetap saja berjalan formal di ruang sidang biasa, sehingga terkesan angker.
Ada pula anak di sidang tanpa didampingi orang tua atau wali, pengacara atau
pekerja sosial yang seharusnya memberikan bantuan dan dorongan selama proses
perkara. Dalam memidana, tidak jarang hakim menjatuhkan hukuman penjara
yang pelaksaaan dilakukan LP dewasa. Sekeluar dari penjara anak bersangkutan
berubah menjadi ”bocah preman” karena menimba ilmu dari penjahat dewasa

selama menjalani hukuman.

Keringanan hukuman terdapat didalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002
tentang perlindungan anak, beberapa pasalnya dapat memberikan ‘perlindungan’
atau keringanan hukuman kepada anak yang melakukan kejahatan. Dalam pasal
16 disebutkan setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran
penganiyaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila
sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya

terakhir.

Pada konteks bantuan hukum terhadap anak yang dikenal pada masyarakat luas

adalah bantuan hukum yang bersifat individual (convensional) dan terbatas pada



tingkat persidangan saja. Hubungan antara pemberi bantuan hukum dan pelaku
tindak pidana masih terbatas pada pokoknya perbuatan pidananya saja. Pelaku
tindak pidana bukan khusus bagi orang sebagai subjek hukum yang telah berusia
dewasa, tapi juga kepada setiap orang belum dewasa atau sering disebut remaja
atau anak-anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pengadilan anak
menegaskan bahwa anak melakukan tindak pidana disidangkan sesuai dengan
ketentuan pengadilan anak. Demikian juga dengan bidang lainnya yang

memegang ditentukan khusus oleh ketentuan pengadilan anak.

Pada persidangan terhadap anak pelaku tindak pidana disidangkan tanpa
pendampingan dari penasehat hukum, dengan tidak adanya penasehat hukum
dalam proses peradilan pidana bagi anak pelaku tindak pidana memiliki pengaruh
yang besar terhadap perkembangan psikologis anak tersebut. Hal ini disebabkan
dalam proses peradilan pidana, banyak tekanan-tekanan yang dirasakan oleh anak.
Sebenarnya masalah perlindungan anak ini adalah suatu masalah yang kompleks
dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu
dapat diatasi secara perorangan, tetapi harus secara bersama-sama, juga

penyelesaiannya.

Permasalahan perlindungan anak ini, juga permasalahan kehidupan manusia. Di
sini yang menjadi objek dan subjek pelayanaan dalam kegiatan perlindungan anak
sama-sama mempunyai hak-hak dan kewajiban. Kalau kita telaah secara
mendalam jelas bahwa citra yang tepat mengenai manusia dan kemanusian akan
lebih mengerti apa yang dimaksud dengan membangun manusia seutuhnya, yang

meliputi juga kegiatan melindungi anak, khususnya anak sendiri dan umumnya



anak anggota masyarakat disekitar. Jelas dituntut disini adanya suatu rasa
tanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan anak. Juga rasa keadilan yang
dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan dalam pelaksanaan perlindungan
anak didalam bantuan hukumnya. Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang
mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya. Adapun perlindungan anak ini juga merupakan pewujudan adanya
keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak sedapat
mungkin harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan

bermasyarakat.

Beberapa hak-hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian
khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang
bersangkutan (tetap memperhatikan hak-hak yang lainnya). Proses peradilan
pidana adalah suatu proses yuridis, yang harus ada kesempatan orang untuk
berdiskusi, memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh
berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan dimana keputusan yang
diambil itu mempunyai motivasi tertentu. Juga bagi anak-anak di bawah umur 8
Tahun, yang banyak memerlukan pertimbangan khusus. Tujuan proses peradilan
pidana bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemiliharaan dan
perlindungan anak khususnya didalam bantuan hukum berdasarkan Undang-

Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Rangkaian permasalahan anak yang semakin berstruktur panjang telah
menyadarkan banyak pihak baik ditingkat nasional maupun international,

katerbelakangan dan marjinalisasi berbagai sektor selama ini yang kurang



mendapat perhatian. Penelusuran situasi anak yang berkonflik dengan hukum
merupakan salah satu pembuktian bahwa betapa memprihatinkan situasi anak-
anak yang akan menjadi generasi masa depan, mereka teraniaya di dalam rumah
mereka sendiri, mereka terbunuh oleh kekejaman lingkungan sosial, mereka
kehilangan akses pendidikan dibalik jeruji besi dan mereka bekerja berat karena
tekanan ekonomi dan tuntutan keluarga yang seharusnya memberikan kasih-

sayang (Hilda Parahiyangan) 2001: 12.

Pada Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan khusus bagi anak yang
berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak
yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana merupakan
kewajiban dan tanggunjawab pemerintah dan masyarakat. Kenyataannya
Peraturan-peraturan nasional belum mengingkat para pengambil kebijakan secara
menyeluruh sampai padatingkat terendah pemerintahan, terutama pada tingkat
Kabupaten, Kecamatan dan Desa, sepertinya belum merasa berkewajiban untuk

mengimplementasikan kebijakan nasional yang berkaitan dengan anak.

Ketika masalah anak yang berkonflik dengan hukum, komitmen, dedikasi,
pertimbangan nurani, pemahaman terhadap isu anak dan keterpaduan lintas sektor
yang berkompeten masih sangat rendah. kemudian permasalahan anak yang
berkonflik dengan hukum seharusnya tidak hanya diserahkan pada lembaga
hukum saja, keterlibatan instansi eksekutif pemerintahan seperti Dinas Sosial,
Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Balai Latihan Kerja sangat diperlukan
untuk menjamin hak-hak anak tetap terpenuhi untuk mewujudkan kepentingan

terbaik bagi anak. Bagi seorang hakim tidak ada pilihan lain untuk mejatuhkan



vonis pidana penjara selama tidak adanya mekanisme yang jelas dari instansi lain

yang siap membina anak-anak setelah menjalani proses  hukum.

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan
sangat strategis sebagai succesor suatu bangsa. Konteks Indonesia, anak adalah
penerus cita — cita perjuangan bangsa. Dalam Peran strategis ini telah disadari
oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya
menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan

perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Hasil sementara studi menunjukkan anak-anak konflik hukum memperoleh
perlakuan yang buruk bahkan dalam beberapa hal telah diperlakukan lebih buruk
bila dibandingkan dengan orang dewasa yang berada dalam situasi yang sama.
Mayoritas dari anak konflik hukum mengaku telah mengalami tindak kekerasan
ketika berada di kantor polisi. Bentuk kekerasan yang umum terjadi, yaitu
kekerasan fisik berupa tamparan dan tendangan, namun ada juga kasus kekerasan
yang sekaligus berupa pelecehan seksual seperti kekerasan yang ditujukan pada
alat kelamin atau tersangka anak yang ditelanjangi. Hal seperti ini terjadi pada
anak yang disangka melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan.
Selain kekerasan yang dilakukan dalam rangka penyusunan Berita Acara
Pemeriksaan (BAP), dimana kekerasan merupakan bagian dari upaya memperoleh
pengakuan, bentuk kekerasan lain yang terjadi, yaitu perampasan uang yang ada
pada anak. Selain itu kekerasan juga terjadi dalam wujut penghukuman yaitu
berupa tindakan memaksa anak untuk membersihkan kantor polisi “menyapu dan

mengepel” dan membersihkan mobil.



Sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak, khususnya dalam Pasal 64 telah disebutkan atau diatur bagaimanakah
perlindungan yang mestinya harus diberikan terhadap anak yang berkonflik
dengan hukum, dalam Pasal 64 mengatakan bahwa perlindungan anak tersebut

diberikan oleh pemerintah.

Berdasarkan masalah di atas membuat penulis tertarik untuk mengadakan
penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul
“Implementasi Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak yang Mengatur

Perlindungan Khusus Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum ”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam

penelitian ini adalah :

a. Bagaimanakah implementasi Pasal 64 Undang-Undang perlindungan anak
yang mengatur perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan
hukum?

b. Apakah faktor-faktor penghambat implementasi Pasal 64 Undang-Undang
perlindungan anak yang mengatur perlindungan khusus bagi anak yang

berhadapan dengan hukum?

2. Ruang Lingkup
Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka ruang lingkup bahasan dalam

penelitian ini dibatasi pada proses Implementasi perlindungan hukum sampai
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pada putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang terhadap Implementasi Pasal 64
Tentang perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Adapun ruang lingkup wilayah

penelitian yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui implementasi Pasal 64 tentang perlindungan khusus bagi
anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang perlindungan
anak.

b. Untuk mengetahui dan memahami faktor penghambat dalam implementasi
perlindungan anak sesuai dengan Pasal 64 tentang perlindungan khusus bagi

anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Kegunaan Penulisan

Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan secara teoritis dan praktis yaitu :

a. Secara teoritis

Kegunaan penulisan ini diharapkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan
khususnya hukum pidana mengenai bentuk perlindungan terhadap anak yang
berkonflik dengan hukum, faktor-faktor yang menyebabkan anak berkonflik
dengan hukum, faktor penghambat dalam implementasi pasal 64 Undang-Undang
perlindungan anak yang mengatur perlindungan khusus bagi anak yang

berhadapan dengan hukum.
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b. Secara praktis

Diharapkan dengan penulisan ini dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber bagi
para pembaca ataupun aparat penegak hukum guna mengetahui lebih jauh
mengenai Implementasi Pasal 64 Undang-Undang perlindungan anak yang

mengatur perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan
abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan
untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap

relevan untuk penelitian (Soerjono Soekanto, 1986: 123).

Anak adalah bagian dari generasi muda salah satu sumber daya manusia yang
merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki
peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan
dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental,

dan sosial secara utuh, serasi selaras dan seimbang (Gatot Suparmono,1992: 23).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Pasal 1 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) disebutkan:

a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.
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Tahapan beracara dalam pengadilan anak pada dasarnya sama dengan peradilan
umum, yaitu peradilan pidana. Namun mengingat bahwa subjeknya adalah anak
yang berbeda dengan subjek peradilan umum lain, maka terdapat beberapa
perbedaan dan perlakuan khusus yang dibuat untuk kepentingan anak. Perbedaan

dan perlakuan khusus tersebut antara lain adalah:

Pemeriksaan pada tingkat penyidikan:

a. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur yang telah
ditentukan dalam batas umur Anak Nakal, dan diajukan ke sidang pengadilan
setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum
mencapai umur 21 (dua puluh satu)tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.
(Pasal 4 UU No 3 tahun 1997).

b. Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau
diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan
pemeriksaan oleh penyidik. (Pasal 4 ayat 1 UU No 3 tahun 1997).

c. Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak yang
dimaksud dalam ayat 1 masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua
asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orangtua, wali,
atau orangtua asuhnya. (Pasal 4 ayat 2 UU No 3 tahun 1997).

d. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak dapat lagi dibina oleh orangtua,
wali, atau orangtua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada
Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing

Kemasyarakatan. (Pasal 4 ayat 3 UU No 3 tahun 1997).
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Pemeriksaan di persidangan:

a. Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa
diajukan ke Sidang Anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi
orang dewasa. (Pasal 7 ayat 1 UU No 3 tahun 1997).

b. Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan anggota Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Sidang Anak, sedangkan anggota
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Mahkamah Militer.
(Pasal 7 ayat 2 UU No 3 tahun 1997).

c. Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas
lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas. (Pasal 6
UU No 3 tahun 1997).

d. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, pemeriksaan perkara anak
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dalam sidang terbuka.
(Pasal 8 ayat 2 UU No 3 tahun 1997).

e. Dalam hal sidang dilakukan dalam keadaan tertutup, maka yang dapat hadir
dalam persidangan tersebut adalah orang tua, wali, atau orang tua asuh,
Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan. (Pasal 8 ayat 3 UU No
3 Tahun 1997).

f.  Namun selain mereka yang disebutkan di atas, orang-orang tertentu atas izin
hakim atau majelis hakim dapat menghadiri persidangan tertutup. (Pasal 8
ayat 4 UU No 3 Tahun 1997).

0. Putusan pengadilan atas perkara anak yang dilakukan dalam persidangan
tertutup, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. (Pasal 8

ayat 6 UU No 3 Tahun 1997).
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h. Apabila ketentuan dalam pasal 8 dan pasal 6 UU No 3 Tahun 1997 tidak
dilaksanakan, maka putusan hakim dapat dinyatakan batal demi hukum. (Pasal

153 ayat 4 KUHAP).

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-
konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah-

istilah yang ingin atau akan di teliti (Soerjono Soekanto, 1986: 132).

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam
penulisan ini, maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk
menjelaskan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Adapun istilah-
istilah yang digunakan adalah :

1.Analisis adalah Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan,
dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk

perkaranya, dsb). (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002: 43)

2. Pasal 64 ayat (2) menetapkan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang
berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui :

a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak
anak.
. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak
yang berhadapan dengan hukum;
f . pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau
keluarga; dan
0. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk
menghindari labelisasi (Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak).
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3. Undang-Undang adalah ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan negara
yang dibuat oleh pemerintah (badan eksekutif), disahkan oleh perlemen (badan
legislatif), ditandatangani oleh kepala negara (Presiden) dan mempunyai

kekuatan yang memikat.(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002: 1245)

4. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari kekerasaan dan dikriminasi. (Undang-

Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk
anak yang masih dalam kandungan. (Undang-Undang No. 23 tahun 2002

tentang Perlindungan Anak).

6. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan,
penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (Undang-Undang

No. 23 tahun 2002 tentang kesejahteraan anak).

E. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian ini, maka penulisannya
terbagi dalam V (lima) Bab secara berurutan, dan saling berkaitan hubungannya
dan dapat memberikan gambaran secara utuh hasil penelitian dengan rinci sebagai

berikut:
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I. PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang penulisan, dari uraian latar belakang
ditarik suatu pokok Permasalahan Penelitian dan Ruang Lingkupnya, Tujuan dan

Kegunaan dari penulisan, Kerangka Konseptual, dan Sistematika Penulisan.

I1. TINJAUAN PUSTAKA

Yang merupakan bab pengantar dalam pemahaman pada pengertian-pengertian
umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat toeritis yang
nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku
dengan kenyataan dalam pelaksanaannya. Bab ini menguraikan pengertian anak
pelaku tindak pidana, hak-hak Anak dan Perlindungannya ketika berhadapan
dengan Hukum, Bantuan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, dan Dasar

Perlindungan Khusus Anak.

I1l. METODE PENELITIAN
Pada bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam
penelitian, di dalamnya meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data,

prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisa data.

IVV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab yang memuat pembahasan hasil penelitian dari pokok permasalahan
mengenai implementasi Pasal 64 Undang-Undang perlindungan anak yang

mengatur perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dan
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faktor penghambat dalam implementasi perlindungan anak sesuai dengan pasal 64

undang-undang perlindungan anak.

V. PENUTUP
Merupakan bab yang berisikan hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti

berupa kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang telah

dibahas.



